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RINGKASAN 

 
 

 
Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kinerja Komisi I DPRD Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Metode 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara serta dokumentasi. Dari hasil 

penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Kinerja Komisi I DPRD Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan secara 

keseluruhan telah menunjukan kinerja yang optimal, terefleksikan dari Kualitas 

(Quality) kinerja yang relevan, profesional, dan sesuai ketentuan; Kuantitas (Quantity) 

kinerja yang dihasilkan memenuhi capaian jumlah dan volume kinerja yang 

ditetapkan; Pelaksanaan Tugas (Execution of Tasks) yang diselesaikan secara 

berkelanjutan; serta Tanggung Jawab (Responsibility) yang diberikan secara 

konsisten dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi I DPRD Provinsi 

Kalimantan Tengah. Keberhasilan ini didorong oleh faktor kemampuan anggota yang 

memiliki kompetensi dan latar belakang yang beragam, dukungan Kelompok Pakar/ 

Tenaga Ahli, dukungan dan fasilitasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, 

adanya motivasi kerja yang tinggi, serta lingkungan kerja yang kolaboratif dan 

harmonis antar Alat Kelengkapan Dewan (AKD). Meskipun demikian, masih terdapat 

hambatan pada aspek dukungan organisasi (Organizational Support). Adapun saran 

dari hasil penelitian ini adalah prioritas perbaikan harus difokuskan pada penguatan 

dukungan organisasi (Organizational Support), dengan Sekretariat Dewan Provinsi 

Kalimantan Tengah dapat memperkuat koordinasi dan komunikasi secara internal 

antar bagian di Sekretariat Dewan Provinsi Kalimantan Tengah, agar dukungan dan 

fasilitasi yang diberikan kepada DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, dan khususnya 

Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dapat optimal baik secara administratif 

maupun teknis. 
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SUMMARY 

 
 

 
This paper aims to explain the performance of Commission I of the Regional People's 

Representative Council (DPRD) of Central Kalimantan Province in the fields of Law, 

Governance, and Finance. The research used a descriptive qualitative approach. Data 

collection methods utilized interviews and documentation. The results of the research 

indicate that the performance of Commission I of the Regional People's 

Representative Council (DPRD) of Central Kalimantan Province in the Legal, 

Government, and Financial Fields as a whole has shown optimal performance, 

reflected in the Quality of relevant, professional, and compliant performance; Quantity 

of performance produced meets the achievement of the number and volume of 

performance set; Execution of Tasks completed sustainably; and responsibility given 

consistently in every implementation of the duties and functions of Commission I of 

the Regional People's Representative Council (DPRD) of Central Kalimantan 

Province. This success is driven by the ability of members who have diverse 

competencies and backgrounds, the support of the Expert Group/Expert Staff, the 

support and facilitation of the Secretariat of the Central Kalimantan Provincial DPRD, 

the existence of high work motivation, and a collaborative and harmonious work 

environment between the Council's Completeness Tools (AKD). However, there are 

still obstacles in the aspect of organizational support. The suggestion from the results 

of this study is that the priority for improvement should be focused on strengthening 

organizational support, with the Secretariat of the Central Kalimantan Provincial 

Council being able to strengthen internal coordination and communication between 

sections in the Secretariat of the Central Kalimantan Provincial Council, so that the 

support and facilitation provided to the Central Kalimantan Provincial DPRD, and in 

particular Commission I of the Regional People's Representative Council (DPRD) of 

Central Kalimantan Province, can be optimal both administratively and technically. 

 

 
Keywords: Performance, Commission I, Regional People's Representative Council 

(DPRD), Central Kalimantan Province. 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sebagaimana disebutkan pada Pasal 95 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah merupakan 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan Kepala Daerah 

berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat 

rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah. DPRD 

Provinsi Kalimantan Tengah memiliki tugas pokok, meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan 

pengawasan terhadap jalannya penyelenggaran Pemerintahan di Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, DPRD Provinsi Kalimantan Tengah 

membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang bertanggung jawab atas urusan tugas 

tertentu. Salah satunya adalah Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, yang 

membidangi urusan Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan. Komisi I DPRD Provinsi 

Kalimantan Tengah sebagai salah satu Alat Kelengkapan Dewan yang membidangi urusan 

Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan, memiliki peranan yang sangat penting untuk 

mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyelenggara 

Pemerintahan Daerah. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 

Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan 

Tengah, dalam bidang Pemerintahan Komisi I memiliki peran terhadap jalannya 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, terutama terhadap Mitra Kerja Komisi I (Dinas, 

Badan, Kantor, dan atau Lembaga Teknis lainnya). Adapun peran tersebut meliputi: (1) 

Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Daerah; (2) Pengawasan Kinerja Pemerintah 



23  

Daerah; dan (3) Pembahasan dan Penetapan Anggaran Pemerintah Daerah. 

Dalam bidang hukum, Komisi I memiliki peran penting untuk memastikan kepastian 

hukum di tingkat daerah terutama terhadap Mitra Kerja Komisi I (Dinas, Badan, Kantor, dan 

atau Lembaga Teknis lainnya). Peran ini termasuk: (1) Pembahasan Rancangan Peraturan 

Daerah; dan (2) Pengawasan Penegakan Hukum. Adapun dalam bidang keuangan, Komisi 

I memiliki peran penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah, penerimaan 

dan pengeluaran, pajak, retribusi, serta aset daerah dilakukan dengan baik dan optimal 

terutama terhadap Mitra Kerja Komisi I. Peran ini termasuk: (1) Pembahasan dan 

Penetapan Anggaran Pemerintah Daerah; dan (2) Pengawasan Anggaran Pemerintah 

Daerah. 

Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, memegang peranan utama dalam 

penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah, pengawasan Pemerintah Daerah, dan 

pembahasan dan penetapan anggaran Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi. Kinerja yang 

optimal salah satunya sangat ditentukan oleh kualitas aktor, dimana kegagalan sering kali 

berujung pada lemahnya penyelenggaraan pemerintahan (Djasuli & Risqillah, 2025). 

Dalam konteks ini, Komisi I menjadi ujung tombak dalam memastikan bahwa setiap 

penyusunan dan pengawasan Peraturan Daerah, pengawasan Pemerintah Daerah, dan 

pembahasan dan penetapan anggaran Pemerintah Daerah telah selaras dengan koridor 

regulasi yang berlaku dan kebutuhan prioritas daerah. 

Kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah tidak hanya diukur dari 

banyaknya pertemuan rapat yang dilaksanakan, tetapi juga dari substansi hasil lkerja yang 

berdampak pada pembangunan daerah. Widodo (2023) dalam studinya menyebutkan 

bahwa evaluasi kinerja DPRD merupakan kunci dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan daerah yang baik. Saat ini di Provinsi Kalimantan Tengah, tantangan kinerja 

Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah sering kali berhadapan dengan kompleksitas 

birokrasi dan keterbukaan informasi publik yang belum sepenuhnya optimal, sehingga 

efektivitas kerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah penting untuk dianalisis 
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secara mendalam.  

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di berbagai daerah, menunjukan 

beberapa permasalahan dan tantangan yang sering muncul dan mengindikasikan 

pentingnya mendorong kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di berbagai daerah, yang 

saat ini dapat bermanifestasi dalam beberapa aspek, antara lain: (1) Kompetensi Sumber 

Daya Manusia (SDM); (2) Sistem dan Prosedur Kerja yang Belum Efisien; (3) Koordinasi 

dan Komunikasi Internal/Eksternal; dan (4) Ketersediaan Sarana dan Prasarana; (5) 

Dukungan Anggaran (Harmi  , 2025; Nugroho, 2025; Nugroho, 2024; Wijanarko, 2020; 

Entjaurau  , 2024; Aquarini, A., & Lisnawati, L., 2024). 

Dalam hal ini jika kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah kurang optimal, 

maka akan berimplikasi pada berbagai hambatan, seperti pada penyusunan dan 

pengawasan Peraturan Daerah, pengawasan Pemerintah Daerah, dan pembahasan dan 

penetapan anggaran Pemerintah Daerah (Priyodigdo, A. A., Saipul, S., & Aquarini, A., 

2025).  Sehingga kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang komprehensif 

baik secara administratif, substantif, dan maupun teknis menjadi krusial karena secara 

langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan 

Tengah, terutama dalam merumuskan kebijakan daerah, mengawasi jalannya 

Pemerintahan, serta menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat (Sandi & Satriawan, 

2024).  

Implikasi lainnya adalah potensi menurunnya kualitas produk legislasi, kurang 

optimalnya fungsi pengawasan terhadap eksekutif, serta lambatnya respons terhadap 

aspirasi masyarakat (Sandi & Satriawan, 2024). Pada akhirnya, hal ini dapat mengurangi 

tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja DPRD Provinsi Kalimantan Tengah 

secara keseluruhan, dan lebih jauhnya akan menghambat pencapaian tujuan 

pembangunan daerah (Erdiyansyah, 2025; Samad  , 2019; Yulianti, 2024).  

Analisis kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, 

Pemerintahan, dan Keuangan, menghadirkan fokus permasalahan yang belum pernah 



25  

dilakukan penelitian sebelumnya, serta memberi ruang gap research bagi penulis untuk 

melihat bagaimana kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang 

Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan.  

Mengingat pentingnya kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam 

Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan, penelitian ini menjadi relevan untuk 

dilakukan. Penelitian ini akan berfokus pada "Analisis kinerja Komisi I DPRD Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan". Diharapkan 

hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi eksisting, 

mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi, serta merumuskan saran dan rekomendasi 

strategis yang aplikatif untuk kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, demi 

terwujudnya DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang lebih profesional dan akuntabel.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka perumusan 

masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, 

Pemerintahan, dan Keuangan ? 

2. Apa saja faktor yang menghambat dan mendukung kinerja Komisi I DPRD Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan ? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Mengetahui bagaimana kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam 

Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan. 

2. Mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja Komisi I DPRD Provinsi 

Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Teoritis  

1. Memberikan kontribusi akademis dan memperkaya khasanah bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan, khususnya Program Studi Administrasi Publik, serta dapat 

menambah wawasan dalam analisis kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan 

Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan, dan sebagai bahan 

masukan bagi penelitian lebih lanjut dengan kajian yang lebih dalam di masa yang 

akan datang.  

2. Menjadi sumbangsih pemikiran dan bahan pertimbangan bagi DPRD Provinsi 

Kalimantan Tengah kedepan terkait kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan 

Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan. 

b. Praktis 

1. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terkait 

bagaimana kinerja Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang 

Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan. 

2. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi 

bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam analisis kinerja Komisi I DPRD 

Provinsi Kalimantan Tengah dalam Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Keuangan. 

 


